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Abstrak. Fiscal policy plays a vital role in managing a country's economy, especially in Islamic economics
which emphasizes social justice and ethics. The background of this study is the need to understand how
Sharia-based fiscal policies, such as zakat and waqf, can improve societal welfare and reduce social
inequality. The aim is to explore the relationship between fiscal policy and Islamic economics and assess
its impact on social and economic development. The research method is a literature review analyzing
relevant texts on fiscal policy within the Islamic economic framework. Findings indicate that Islamic-value-
based fiscal policies can promote inclusive and just economic growth, as well as social and spiritual
harmony. The study underscores the importance of integrating Sharia principles into fiscal policies to
achieve economic stability and holistic welfare.
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Abstrak. Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam mengelola perekonomian negara, termasuk dalam
ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial dan etika. Latar belakang penelitian ini adalah perlunya
memahami bagaimana penerapan kebijakan fiskal berbasis prinsip syariah, seperti zakat dan wakaf, dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Tujuan penelitian adalah
mengeksplorasi hubungan antara kebijakan fiskal dan ekonomi Islam serta menilai dampaknya terhadap
pembangunan sosial dan ekonomi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis
literatur terkait kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi Islam. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan fiskal
berbasis nilai Islam mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, serta
menciptakan harmoni sosial dan spiritual. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi prinsip
syariah dalam kebijakan fiskal untuk mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan holistik.

Kata Kunci: Ekonomi Islam,; Kebijakan Fiskal; Zakat

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, negara memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk
memastikan kesejateraan warganya, terutama dalam aspek ekonomi yang menjadi dasar
kehidupan. Dalam kebijakan fiskal, perspektif Islam memposisikan tidak hanya sebagai alat untuk
mengumpulkan pendapatan negara, tetapi juga sebagai cara untuk memelihara keadilan sosial dan
membangun kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Dalam model ekonomi Islam, keterlibatan
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negara dalam kegiatan ekonomi termasuk dalam tanggung jawab syar’i yang berlaku baik di
negara sosialalis maupun di negara dengan sistem kapitalis dan pasar bebas. Bahkan, banyak
kebijakan fiskal modern di berbagai negara sering kali kurang memperhatikan nilai moral, yang
dapat mengakibatkan krisis etika dalam bidang ekonomi. Di sisi lain, zakat dilihat oleh Islam
sebagai alat penting dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Dalam pembangunan
ekonomi, zakat berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ibadah tetapi juga sebagai alat fiskal
yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika
zakat dikelola secara terencana dan produktif, hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,
memperluas akses ke kebutuhan dasar, dan menurunkan kesenjangan sosial. Berbeda dengan
pandangan yang menyatakan zakat hanya sebagai kewajiban spiritual, pendekatan ekonomi Islam
melihatnya sebagai instrumen aktif dalam proses pembangunan ekonomi nasional.

Permasalahan kemiskinan, baik di tingkat internasional maupun domestik, tetap
menjadi isu yang rumit. Di Indonesia, meskipun angka kemiskinan menunjukkan penurunan dari
waktu ke waktu, tingkat kemiskinan masih terbilang tinggi, yaitu 9,30% pada Maret 2024, setara
dengan 25,22 juta orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa tindakan sektoral, moneter, dan
fiskal yang diambil oleh pemerintah belum sepenuhnya berhasil. Oleh karena itu, diperlukan
pendekatan lain, salah satunya adalah dengan memanfaatkan zakat secara optimal dalam kerangka
kebijakan fiskal untuk mendukung pengurangan kemiskinan. Pengelolaan zakat yang efektif
dalam konteks kebijakan fiskal dapat meningkatkan peran zakat dalam pembangunan ekonomi.
Zakat yang dikumpulkan dan disalurkan dengan mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan
basis produktivitas bisa memperbaiki kesejahteraan mustahiq dan mendorong pemberdayaan
ekonomi, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Berbagai penelitian
menunjukkan bahwa program zakat produktif dapat memperbesar pendapatan mustahiq hingga
berkontribusi 30,5% terhadap penghasilan mereka, yang menunjukkan potensi zakat dalam
memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan zakat di Indonesia masih dihadapkan pada
beragam tantangan, mulai dari rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat,
kurang optimalnya pengumpulan dana zakat, hingga distribusi dana yang belum maksimal kepada
yang berhak. Hal ini menandakan perlunya evaluasi dan reformasi kebijakan fiskal terkait zakat,
agar zakat dapat dioptimalkan sebagai instrumen yang efektif untuk mengatasi kemiskinan dan
mempercepat pembangunan ekonomi yang adil di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan ini,
sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya zakat
sebagai kewajiban agama dan kontribusi sosial-ekonomi. Integrasi zakat dalam kebijakan fiskal
negara akan memperluas cakupan penerima manfaat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan
mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan keadilan sosial
sesuai dengan prinsip syariah.

Tabel 1. Pertumbuhan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Nasional Tahun 2024 Menurut
Jenis pengelolaan
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Jumlah P 1 R
Jenis Pengelola Jumlah umlah Penyaluran (Rp)
Zakat PZ Pertumbuhan
Tahun 2023 Tahun 2024
1 BAZNAZ 1 756,477,877,098 1,049,005,853,668 38.68%
2 BAZNA.Z 34 891, 077,692,917 907,734,604,335 1.87%
Provinsi

BAZNAZ 514 1,885,028,189,463 1,943,804078,487 3.12%
Kabupaten/Kota

4 LAZ Nasional 47 5,265,868,960,398 6,089,698,531,196 15.64%

5 LAZ Provinsi 40 311,342,509,564, 395,871,658,489 27.15%

LAZ 86 186,466,532,611 208,274,799,288 11.70%
Kabupaten/Kota

Total 9,296,231,762,051 10,594,389,525,463 13.96%

ZIS-DSKL Off Balance | 01 555575517 28.887.733.938.943 31.40%
Sheet

Total 722 31,280,787,337,568  39,482,123,464,406 26.22%

Sumber: Laporan Baznaz, Data per 11 Februari 2025

KAJIAN TEORI
Definisi Zakat

Zakat, yang merupakan salah satu pilar penting dalam agama Islam, berfungsi sebagai
alat yang signifikan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keadilan sosial. Menurut
Al-Qardhawi, zakat bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga merupakan solusi untuk
permasalahan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Zakat diwajibkan bagi mereka yang
memiliki kekayaan berlebih, yaitu sekitar 2,5% dari total aset, yang meliputi berbagai sumber
seperti usaha, saham, dan hasil pertanian.

Konsep zakat memiliki makna etimologis yang menyiratkan pertumbuhan, penyucian,
dan berkah, yang menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan dapat memberikan lebih banyak
manfaat meskipun secara fisik berkurang. Dalam hal ini, zakat berfungsi sebagai cara redistribusi
yang membantu orang-orang yang kurang beruntung tanpa membedakan ras atau etnis. Sebagai
bagian dari ilmu figh, zakat dianggap sebagai hak Tuhan atas kekayaan manusia, yang harus
dikeluarkan untuk diserahkan kepada pihak-pihak tertentu yang memenuhi syarat menerima. Hal
ini sejalan dengan pendapat ulama seperti Sayyid Sabiq dan Rafiq Yunus al-Mishri, yang
menekankan peran penting zakat dalam membersihkan harta dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu, zakat memiliki peran yang signifikan dalam kebijakan fiskal di
Indonesia, memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan
menciptakan keadilan sosial.
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Definsi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal berasal dari kata Latin fiscus yang berarti keranjang atau tas, dan ini
berkaitan dengan cara negara mengelola keuangan, termasuk pendapatan dan pengeluaran, untuk
mencapai tujuan ekonomi tertentu. Para ahli menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan cara
bagi pemerintah untuk menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran demi memperbaiki
keadaan ekonomi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengarahkan ekonomi ke arah yang lebih
baik, dengan penekanan pada pertumbuhan, penurunan angka pengangguran, serta distribusi
pendapatan yang lebih adil.

Secara umum, yang termasuk dalam kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah
untuk program sosial dan infrastruktur serta penerimaan dari pajak. Sasaran dari kebijakan ini
adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menyokong kesejahteraan sosial.
Kebijakan fiskal dapat bersifat memperluas atau menyusut, yang akan berdampak pada
permintaan keseluruhan dan distribusi pendapatan. Di Indonesia, berbagai langkah kebijakan
fiskal dilaksanakan, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pengembangan
infrastruktur. Namun, tantangan seperti ketidakadilan dalam distribusi dan potensi
penyalahgunaan harus diperhatikan. Zakat, yang berfungsi sebagai alat redistribusi dalam Islam,
mendukung tujuan kebijakan fiskal dengan membantu mengurangi kemiskinan serta
meningkatkan keadilan sosial. Oleh karena itu, zakat memiliki relevansi dalam kerangka
kebijakan fiskal untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

Definnisi Pembangunan Ekonomi

Proses pembangunan ekonomi adalah perjalanan panjang yang membawa perubahan
mendasar dalam struktur ekonomi sebuah masyarakat. Berdasarkan pendapat Sumitro
Djojohadikusumo (1987), pertumbuhan ekonomi dinilai dari peningkatan barang dan jasa yang
dihasilkan, yang tidak hanya terlihat dari produk domestik bruto (PDB) tetapi juga dari pergeseran
dalam struktur serta komposisi ekonomi. Ada keterkaitan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi
dan distribusi pendapatan, di mana sering kali penekanan pada pertumbuhan dapat meningkatkan
ketimpangan, sedangkan perhatian pada pemerataan dapat menghambat pertumbuhan.

Pendekatan Redistribusi dengan Pertumbuhan menggabungkan aspek pertumbuhan
ekonomi dengan distribusi pendapatan melalui proyek-proyek yang menghasilkan lapangan kerja
dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Indikator untuk menilai pembangunan ekonomi
meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan akses terhadap
pendidikan. Beberapa faktor pendorong yang berperan dalam hal ini meliputi pendidikan, layanan
kesehatan, infrastruktur, dan pengelolaan pemerintahan yang efisien.

Teori pembangunan ekonomi mencakup beberapa pendekatan, termasuk teori dua
sektor yang dikemukakan oleh Arthur Lewis, yang membedakan ekonomi menjadi sektor
tradisional dan modern, serta model lima tahap pembangunan dari Walt Whitman Rostow, yang
menggambarkan perjalanan perkembangan ekonomi dari masyarakat tradisional menuju industri
yang lebih maju. Dalam konteks ini, zakat dapat berperan sebagai alat redistribusi yang
mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia dengan membantu
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research), yaitu pendekatan
yang dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan menganalis berbagai sumber pustaka yang
relevan terkait zakat dalam kebijakan fiskal, pembangunan ekonomi Islam, dan pengelolaan zakat
di Indonesia. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dam
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dokumen resmi yanga membahas konsep zakat, prinsip syariah, serta kebijakan fiskal berbasis
Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi teori, praktik dan rekomendasi kebijakan
yang dapat mendukung optimalisasi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang adil
dan berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan cara untuk mengelola kekayaan masyarakat
dengan tujuan mendistribusikannya secara adil, sehingga ada penambahan nilai baik materi
maupun spiritual secara merata (Abdul Aziz dkk., 2024). Di berbagai negara, aspek fiskal
mencakup peraturan pajak, pengeluaran oleh pemerintah, serta beragam intervensi ekonomi
lainnya. Namun, di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, pandangan terhadap
kebijakan fiskal berbeda. Dalam konteks hukum Islam, kebijakan fiskal didasari oleh prinsip-
prinsip Syariah, yang menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi, pengurangan
kesenjangan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, negara-negara
dengan sistem ekonomi biasa cenderung lebih memprioritaskan efisiensi pasar dan pertumbuhan
ekonomi. Dalam hal ini, instrumen kebijakan fiskal yang berbasis pada hukum Islam, seperti
zakat, wakaf, dan sukuk, berperan dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih adil.

Kahf, seorang ekonom Islam modern, memberikan pandangan baru tentang peran zakat
dalam ekonomi. Dia berpendapat bahwa zakat bisa menjadi alat fiskal yang dapat dimasukkan ke
dalam kebijakan ekonomi suatu negara untuk mencapai keadilan yang lebih merata. Menurut
Kahf, zakat memiliki dua fungsi utama. Pertama, redistribusi kekayaan; zakat mendorong
pemindahan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin, yang akan meningkatkan konsumsi
oleh masyarakat yang kurang mampu. Dengan meningkatnya konsumsi, permintaan terhadap
barang-barang dasar yang dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah juga meningkat, sehingga
mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, zakat berfungsi dalam pembangunan sosial dan
ekonomi; zakat dapat digunakan untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan infrastruktur
sosial. Monzer Kahf mengatakan bahwa zakat dapat mendanai pendidikan, pelatihan
keterampilan, dan proyek sosial untuk memberdayakan kelompok rentan.

Zakat berfungsi sebagai aliran langsung dari orang kaya kepada orang miskin, berbeda
dengan pajak konvensional yang dihabiskan oleh pemerintah secara tidak langsung. Oleh karena
itu, zakat dianggap lebih efisien dalam mencapai redistribusi yang tepat sasaran. Zakat dapat
dipandang sebagai jawaban terhadap kesenjangan distribusi kekayaan yang sering menjadi
pemicu ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Dalam sistem ekonomi modern, zakat berperan dalam
mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengarahkan sumber daya ke sektor yang paling
membutuhkan, seperti upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur sosial,
yang berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Implementasi Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Islam di Indonesia

Zakat adalah salah satu elemen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi
strategis sebagai cara untuk mendistribusikan kekayaan dan memberdayakan perekonomian umat.
Di Indonesia, perkembangan dalam penerapan zakat cukup terlihat, terutama setelah disahkannya
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan ini memberikan
fondasi hukum yang kuat untuk pengelolaan zakat yang profesional dan terencana, serta
memperkuat peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)
dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat.
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Dalam konteks perkembangan ekonomi Islam, zakat berpeluang menjadi alternatif
sumber pendanaan negara yang dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi
ketidakadilan sosial. Salah satu strategi yang telah dicetuskan adalah program pemanfaatan zakat
produktif oleh BAZNAS dan LAZ, yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik (penerima
zakat) agar di masa mendatang dapat beralih menjadi muzakki (pembayar zakat). Program ini
mencakup sejumlah intervensi strategis, seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha,
dan dukungan bisnis secara berkelanjutan. Namun, penerapan zakat di Indonesia masih
menghadapi beberapa masalah. Ini termasuk kurangnya integrasi antara kebijakan zakat dan
strategi pembangunan ekonomi nasional, jumlah sumber daya manusia amil zakat yang masih
terbatas, serta kecenderungan masyarakat untuk memenuhi zakat secara langsung tanpa melalui
lembaga resmi. Perilaku ini menghalangi optimalisasi fungsi zakat sebagai alat fiskal dan sosial
di tingkat nasional. Data dari BAZNAS (2022) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia
diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun. Namun, realisasi pengumpulannya masih di
bawah 5% dari jumlah ini. Angka yang rendah ini menggambarkan perlunya peningkatan kerja
sama antara pemerintah, lembaga amil zakat, dan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran,
kepatuhan, serta efektivitas pengelolaan zakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa langkah dapat diambil. Pertama,
diperlukan peningkatan pendidikan dan literasi zakat bagi masyarakat agar pemahaman tentang
kewajiban zakat dan manfaatnya bisa lebih baik. Kedua, peran institusi BAZNAS dan LAZ perlu
diperkuat melalui pengintegrasian program-program yang sejalan dengan kebijakan pemerintah.
Ketiga, digitalisasi dalam pengelolaan zakat harus dilakukan untuk menciptakan transparansi,
efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Lebih dari itu, zakat
memiliki potensi untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi secara lebih luas, termasuk
dalam bidang kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat. Efisiensi dalam pengelolaan zakat juga dapat memperkuat nilai-nilai etika sosial dan
solidaritas di antara anggota masyarakat, melalui dorongan untuk saling peduli dan berbagi
keberkahan. Dengan menangani kendala yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia,
zakat dapat digunakan dengan lebih efektif sebagai alat fiskal untuk mendukung pembangunan
ekonomi dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Peluang Peruntukan Zakat dalam Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan

Beik dan Laily (2017 dalam Amri, 2021) menjelaskan bahwa ekonomi pembangunan
Islam atau Syariah adalah sebuah konsep yang mempelajari serta menganalisis proses
pembangunan dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi. Konsep ini juga
bertujuan untuk mengidentifikasi dan merekomendasikan kebijakan pembangunan berdasarkan
Al Qur’an dan Hadist. Dalam pandangan Islam, pembangunan ekonomi tidak hanya bertujuan
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, tetapi juga mengutamakan keadilan,
distribusi kekayaan yang adil, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan
spiritual. Dalam konteks sosial ekonomi, zakat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan pendapatan dan memerangi kemiskinan.
Dampak zakat dalam mengatasi kemiskinan cukup signifikan dan merupakan bagian integral
dalam sistem Islam. Pendistribusian dana zakat yang diprioritaskan untuk fakir dan miskin
menunjukkan bahwa ini adalah tujuan utama zakat.

Peran zakat dalam pembangunan ekonomi mencakup beberapa hal. Pertama, distribusi
kekayaan: zakat berperan sebagai alat dalam pemberdayaan ekonomi umat. Ini berfungsi sebagai
sistem pendistribusian pendapatan dan kekayaan di kalangan masyarakat. Jika dikelola dengan
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baik, zakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Kedua,
pengentasan kemiskinan: zakat juga berperan penting dalam mengurangi kemiskinan. Ini dapat
digunakan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan memastikan
mereka tidak kesulitan dalam melakukan transaksi. Ketiga, penyaluran modal: dana zakat yang
terkumpul dapat disalurkan kepada individu atau kelompok. Penyaluran ini bisa digunakan untuk
menciptakan lapangan kerja, mendukung usaha mikro dan kecil, serta memberikan modal bagi
pengusaha kecil. Keempat, pengembangan produk ekonomi Islam: zakat dapat digunakan untuk
menerapkan produk ekonomi Islam secara efektif. Dengan menyalurkan modal untuk penciptaan
lapangan kerja dan mendukung usaha mikro serta kecil, zakat berkontribusi pada peningkatan
kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, zakat memainkan peran penting dalam
meningkatkan kesejahteraan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup
masyarakat.

KESIMPULAN

Zakat memili peran strategis sebagai instrumen fiskal dalam pembangunan ekonomi Islam
di Indonesia, yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual tetapi juga sebagai alat
efektif untuk redistribusi kekayaan, pengentesan kemiskinan, dan peningkatan keadilan sosial.
Pengelolaan zakat yang transparan dan produktif dapat memperkuat ekonomi masyarakat bawah,
mendukung pembangunan berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif
dan berkeadilan. Meskipun tantangan seperti rendahnya pengumpulan dana dan distribusi yang
belum maksimal masih dihadapi, reformasi kebijakan fiskal dan peningkatan kesadaran
masyarakat sangat diperlukan agar zakat dapat dioptimalkan sesuai prinsip syariah dan
memberikan manfaat maksimal dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Dengan demikian, integrasi zakat dalam kebijakan fiskal negara dapat memperluas manfaatnya,
mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mendukung pencapaian target pembangunan
berkelanjutan secara holistik.
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